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RINGKASAN 

Kota adalah kesatuan wilayah setempat dalam suatu ruang yang mempunyai 

kedudukan untuk mengatur dan menangani penyelenggaraan iklim dalam 

penyelenggaraan organisasi pemerintahan kota. Sesuai dengan pedoman Menteri 

Dalam Negeri tentang administrasi keuangan kota yang menyatakan bahwa dana 

kota diawasi dengan standar yang lugas, bertanggung jawab dan partisipatif, serta 

diselesaikan secara tepat dan disiplin moneter. Maka alasan penelitian ini adalah 

untuk mengetahui pengaruh tanggung jawab dan dukungan daerah dalam 

administrasi keuangan kota terhadap kemajuan kota di Desa Sumbersekar 

Kecamatan Dau Kabupaten Malang. Jenis pemeriksaan yang digunakan adalah 

eksplorasi kuantitatif. Contoh dalam penelitian ini adalah 44 responden yang 

diambil dari individu Desa Sumbersekar, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang. 

Prosedur pemeriksaan menggunakan persamaan slovin. Teknik untuk bermacam-

macam informasi dengan persepsi, jajak pendapat, dan dokumentasi. Investigasi 

informasi menggunakan pemeriksaan kekambuhan langsung yang berbeda. Hasil 

dari tinjauan ini menunjukkan pada uji-t yang diarahkan bahwa sedikitnya tanggung 

jawab dalam administrasi keuangan kota mempengaruhi kemajuan kota di Desa 

Sumbersekar, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang dan kerjasama daerah dalam 

administrasi keuangan kota mempengaruhi kemajuan kota di Desa Sumbersekar, 

Kecamatan Dau. Kabupaten Malang. Sementara itu, tanggung jawab dan kerjasama 

daerah dalam administrasi keuangan kota pada dasarnya mempengaruhi kemajuan 

kota di Desa Sumbersekar, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang. 

 

Kata Kunci: Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat, Pembangunan Desa 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kota adalah satuan wilayah terkecil dalam suatu ruang yang mempunyai kedudukan 

untuk mengarahkan dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan dalam keadaan 

sekarang ini dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan kota. Kota adalah 

bagian terkecil dari negara yang paling dekat dengan daerah setempat yang dapat 

langsung menghubungi kebutuhan daerah untuk berkembang. Sebagai ciri negara 

yang paling dekat dengan wilayah kota, ternyata menjadi kebutuhan primer dalam 

pergantian acara publik. Pemerintah Indonesia berupaya untuk mendorong 

peningkatan publik sehingga kecepatan pergantian peristiwa provinsi dan kemajuan 

negara atau metropolitan dapat disesuaikan. 

Untuk membantu latihan-latihan perbaikan atau proyek-proyek yang telah disusun 

oleh pemerintah kota, pemerintah kota diberikan berbagai aset oleh pemerintah 

pusat sebagai ADD. Cadangan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah atau daerah 

dengan penyebaran relatif tidak kurang dari 10%. Dalam pemanfaatan ADD, sama 

sekali tidak berdaya melawan pungli yang dilakukan oleh pihak-pihak yang 

dipercaya oleh daerah dalam membangun kota untuk dikembangkan dan 

dikembangkan lebih lanjut. 

Untuk memahami pedoman dan pelaksana serta pertanggungjawaban uang, 

pergantian peristiwa dan pemanfaatan pembukuan daerah sangat diperlukan 

sebagai alat untuk melaksanakan keterusterangan dalam mengakui tanggung jawab 



masyarakat untuk menyelenggarakan administrasi yang besar dalam kaitannya 

dengan kewajiban, keterusterangan, dan daerah setempat. mendukung. Ilmuwan 

untuk situasi ini menggunakan standar tanggung jawab dan partisipatif sebagai 

faktor dalam penelitian ini yang akan dikaitkan dengan kemajuan kota. 

data atau tanggung jawab tersebut. Administrasi moneter kota memahami bahwa 

tanggung jawab adalah tanda komitmen untuk mewakili administrasi dan kontrol 

aset dan pelaksanaan strategi bersama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

Tanggung jawab yang memaksa bergantung pada ringkasan fiskal bebas yang dapat 

dibaca dan dipahami. Administrasi moneter kota adalah gerakan umum yang 

mencakup pengaturan, pelaksanaan, pengelolaan, dan tanggung jawab dana kota. 

Sedangkan dukungan kelompok masyarakat, khususnya kontribusi daerah dalam 

navigasi, baik secara langsung maupun implisit melalui pembentukan agen daerah 

setempat untuk menyampaikan kerinduan mereka. Dalam pengawasan dana kota, 

kontribusi daerah sangat penting, mulai dari penataan, perencanaan, hingga 

pelaksanaan. 

Dana kota adalah semua hak dan komitmen kota yang dapat dihargai dengan uang 

tunai dan segala sesuatu sebagai uang tunai dan produk yang terkait dengan 

pelaksanaan kebebasan dan komitmen kota. Keistimewaan dan komitmen yang 

disinggung adalah menciptakan gaji, belanja, mendukung, dan mengawasi dana 

kota. Sementara itu, sumber daya kota adalah sumber daya kota mulai dari 

kelimpahan unik kota, dibeli atau diperoleh dengan merugikan kota membayar dan 

menggunakan rencana keuangan atau hak istimewa lainnya. Administrasi keuangan 

kota adalah gerakan dari segala jenis yang mencakup persiapan, pelaksanaan, 



organisasi, perincian, dan tanggung jawab keuangan kota. Siklus pelaksanaan 

dimulai dari pelaksanaan latihan dengan pengaturan keuangan sampai dengan 

penerimaan bukti angsuran dari pemasok tenaga kerja dan produk sehingga 

cenderung dicatat oleh pemodal kota. 

Sedangkan sasaran-sasaran kemajuan kota dimaknai bahwa rencana perbaikan kota 

untuk bekerja pada bantuan pemerintah jaringan pedesaan dan sifat kehidupan 

manusia serta pengentasan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar untuk 

menciptakan kerangka kota dan kantor, menciptakan potensi keuangan lingkungan. 

dan menggunakan aset reguler dan iklim dengan cara yang ekonomis. Masuk akal 

di bagian ketiga bahwa kemajuan kota harus fokus pada persekutuan, koneksi, dan 

kolaborasi bersama untuk mengakui harmoni dan hak-hak sipil. Sesuai dengan 

permintaan dan elemen pergantian acara publik, menciptakan daerah provinsi 

sangat penting. Pembinaan wilayah provinsi merupakan perpaduan antara 

kemajuan kota dalam satu wilayah atau kota sebagai upaya percepatan dan 

pengerjaan sifat pemerintahan, peningkatan, dan penguatan jaringan negara di 

wilayah pedesaan melalui pendekatan kemajuan partisipatif. 

Metodologi partisipatif merupakan salah satu metode perencanaan kebutuhan 

peningkatan provinsi dan kota yang menempatkan daerah sebagai penghibur utama 

yang sedang dikembangkan. Ide ini menempatkan jaringan tingkat bawah sebagai 

penyelenggara dan produsen strategi untuk perbaikan di tingkat terdekat. 

Sedangkan metodologi partisipatif dalam pembangunan kota merupakan suatu 

amalgam atau model penyelidikan potensi dan pemikiran perbaikan kota yang 

menyoroti dukungan daerah atau kerjasama dalam proses perbaikan secara umum. 



Gagasan ini tergantung pada nilai-nilai dan jiwa gotong royong yang telah mapan 

dan cara hidup masyarakat Indonesia. Gotong royong bertumpu pada keyakinan 

bahwa setiap individu dari daerah setempat memiliki pilihan untuk memilih dan 

mengatur apa yang terbaik bagi mereka dan iklim serta cara yang paling ideal untuk 

mewujudkannya. 

Berdasarkan penggambaran di atas, peneliti tertarik untuk mengarahkan kajian 

dengan judul “DAMPAK TRANSPARANSI, AKUNTABILITAS, DAN 

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN 

DESA TERHADAP PEMBANGUNAN DESA DI DESA SUMBERSEKAR, 

KABUPATEN DAU, KABUPATEN MALANG''. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan landasan di atas, maka definisi masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Apakah tanggung jawab administrasi keuangan kota mempengaruhi kemajuan 

kota di Desa Sumbersekar, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang? 

2. Apakah kerjasama kelompok masyarakat dalam administrasi keuangan kota 

mempengaruhi kemajuan kota di Desa Sumbersekar, Kecamatan Dau, 

Kabupaten Malang? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui pengaruh tanggung jawab administrasi keuangan kota 

terhadap kemajuan kota di Desa Sumbersekar, Kecamatan Dau, Kabupaten 

Malang. 



2. Mengkaji pengaruh kerjasama daerah dalam administrasi keuangan kota 

terhadap peningkatan kota di Desa Sumbersekar, Kecamatan Dau, 

Kabupaten Malang. 

1.4 Manfaat Penelitian 

a. Sebagai bahan penilaian dalam administrasi keuangan kota bagi pemerintah 

kota dan kepala keuangan kota untuk menilai penggunaan anggaran kota 

yang digunakan untuk pembangunan kota. 

b. Pemeriksaan ini dapat dimanfaatkan sebagai survey yang akan datang 

dengan harapan data-data yang terdapat dalam penelitian ini dapat bekerja 

pada keterampilan SDM, khususnya pemerintah kota yang mengawasi dana 

kota dalam pengakuan dana kota. 

c. Eksplorasi ini dapat memberikan kontribusi yang berharga bagi Pemerintah 

Desa Sumbersekar dan Pemerintah Kabupaten Malang untuk saling 

bersinergi dalam peningkatan tanggung jawab dan kerjasama daerah dalam 

penyelenggaraan keuangan kota guna lebih mengembangkan pembangunan 

kota menjadi kota bebas. 

d. Bagi pencipta, penelitian ini sangat membantu karena ujian ini dapat 

digunakan sebagai cara untuk mengembangkan informasi tentang 

administrasi keuangan kota, dan juga sebagai prasyarat untuk mendapatkan 

pendidikan tinggi empat tahun. 
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